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Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang 
diselenggarakan oleh pemerintah, dimana PT. Jamsostek (Persero) 
yang ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara (BP) ternyata masih 
kurang memadai, sehingga masih diperlukan perbaikan-perbaikan 
untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai yang 
dikehendaki oleh peserta. 
2. 	 Pada kenyataanya, perlindunagan hukum dan penegakan hak - hak 
pekerja belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Ada beberapa 
factor penghambat yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. 	 Tidak adanya dukungan dari pihak yang kepentingannya harus 
dilindungi, dalam halirir adalah tenaga kerja, karena selama ini 
belum pemah ada sikap keberatan da.'i. tenaga kerja sendiri, misal 
dalam bentuk pengadl1an kepada instansi yang berwenang. 
Mereka ( tenaga kelja ) cenderung menerima apa adanya. 
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b. 	 Masih rcndahnya kesudaran hukum p~llgilsnha 
c. 	 Lcmahnya unsur pcngawasan dari pihuk pcrncrintah (Dinas 
Tenaga Kerja seternpat ) yang seolah olah " rnerestui " 
tindakan pengusaha yang tidak pada tempatnya itu. 
d. 	 Minirnnya sanksi yang diberikan Undang - undang yaitu dengan 
tidak dieantumkannya sanksi seeara tegas terhadap pengusaha 
yang tidak mefasilitasi pekerjanya untuk ikut dalam Program 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ( JPK ), sehingga praktis 
sernakin memperiemah unsur pengawasan terhadap mereka. 
, 	 Saran 
1. 	 Perlu adanya penyuluhan oleh instansi terkai(, datam hal ini Dinas 
Tenaga Kerja ( Disnaker), agar tenaga kel:ia tahu akan hak - haknya 
dan pengusaha lebih menyadari dan mentaati kewajiban kewajiban 
hukurnnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan 
perundang - undangan yang berlaku. 
2. 	 Pernerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap 
pelaksanaan peraturan perundang undangan tentang 
ketenagakeIjaan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan 
bagi pekerja, dengan jalan terjl.m langsung dan menindak seeara 
tegas terhadap pelanggaran -- pelanggaran yang mungkin teIjadi 
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3. 	 Memperberat sanksi terhadap tindakan pengus;~ha yang bertentangan 
dengan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi 
tenaga kerja. 
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
SKRIPSI P[RLINDUNGAN HUKUM BAGt TENAGA 
KERJA MELALUI...
MENIK NOVI W.
